PENETAPAN

Nomor 0412/Pdt.P/2016/PA.Pra

pan ) e Il ) sy
DEMI| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah
yang diajukan oleh :

SUKARMAN Bin SENEP, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
Dusun Setanggor Barat Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : “Pemohon
| :

LAYYNAH Binti JUMAIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
Dusun Setanggor Barat Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat,

Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : “Pemohon
I

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini |

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon |l seria bukti-bukti yang
diajukan dipersidangan ; '
\

|

|
Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 03|

Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register
perkara nomor 0412/Pdt.P/2016/PA.Pra, tanggal 03 Februari 2016 Pemohon | dan
Pemoheon |l telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon |l telah melangsungkan pernikahan secara syari'at
Islam yang dilaksanakan pada tanggal 31 Nopember 2002 di Dusun Setanggor Barat,
Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali
nikah Ayah kandung Pemohon Il berwakil kepada SEMIDAH dengan maskawin
berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai
liab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon | tanpa
berselang waktu serta dihadiri oleh + 30 tiga puluh orang di antaranya H.
JAMALUDIN umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di
Dusun Setanggor Barat, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
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Tengah dan AMAQ ANSUHE umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat
tinggal di Dusun Setanggor Barat, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah;

2. Bahwa pada saat permnikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka, dan Pemohon I
berstatus perawan;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan
pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah pemikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami
istri dan dikaruniai 2 dua orang anak bernama :

a. PURNAMA KARTA JAYA, laki-laki, tempat tanggal lahir setanggor 13-06-2008
b. BAGUS PRATAMA, laki-laki, tempat tanggal lahir setanggor 21-07-2011

5. Bahwa selama pemnikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat
pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama
Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena
pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat,
sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum
dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperiuan hukum lainnya, yang
memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemochon Il mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amamya berbunyi
sebagai berikut :

Primair :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon |l ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon |, (SUKARMAN Bin SENEP) dengan
Pemohon Il, (LAYYNAH Binti JUMAIN) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Nopember
2002 di Dusun Setanggor Barat, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten
Lombok Tengah:;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hokum yang berlaku ;
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Subsidair :
Dan atau penetapan lain yang seadil-adiinya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon | dan
Pemohon Il menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan
dengan pembacaan surat permehonan Pemohon Pemohon | dan Pemohon Il yang isinya
dipertahankan oleh Pemohon | dan Pemohon |i ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan Pe-mohon ||
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penducduk atas nama Pemohon | NIK 5202053012810004
tertanggal 23-02-2015 berlaku hingga 30-12-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya
. (Bukti P.1.2.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon |l NIK 5202054105870002
tertanggal 23-02-2015 berlaku hingga 01-05-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya
(Bukti P.1.2.2);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan Pemohon I
o telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bemama :

1. Nama TERIP bin AMAQ TERUJI, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
Bertempat tinggal di Dusun Setanggor Barat, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah dan saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya
yang pada pokonya sebagai berikut :

. - Bahwa saksi kenal dengan Pemochon | dan Pemohon Il karena saksi adalah
tetangga. Pemohon | dan Pemohon |I;

- Bahwa setahu saksi Pemohon | dan Pemohon |l telah menikah pada tanggal, 31
Nopember 2002 di Dusun Setanggor Barat, Desa Setanggor, Kecamatan Praya
Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pemikahan antara Pemohon | dan Pemochon |l telah dilaksanakan secara
syari'at Islam dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon Il berwakil kepada
SEMIDAH ;

- Bahwa ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara Pemohon | dengan Wali
nikah di rumah Pemohon | ;

- Bahwa akad nikah tersebut dihadiri oleh sekitar 30 tiga puluh orang dan disaksikan
oleh 2 (dua) orang saksi yaitu H JAMALUDIN dan AMAQ ANSUHE dengan
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maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
dibayar tunai ;

- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemochon |l tidak ada halangan hukum untuk
menikah baik hubungan saudara kandung atau hubungan sesusuan atau semenda
karena antara Pemohon | dan Pemochon Il adalah orang lain serta pada saat
pemikahan tersebut, Pemohon | bersetatus jejaka sedanngkan Pemohon |l
berstatus sebagai perawan;

- Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah tersebut tidak ada orang yang
mengganggu gugat dan tidak ada yang keberatan terhadap pemikahan Pemohon |
dan Pemohon Il ;

- Bahwa setahu saksi setelah akad nikah Pemohon | dan Pemohon Il tinggal bersama
di rumah Pemohon | dalam keadaan rukun dan selama dalam pemikahannya
. tersebut telah dikaruniai 2 dua orang anak bermama ;

a. PURNAMA KARTA JAYA, laki-laki, tempat tanggal lahir setanggor 13-06-2008
b. BAGUS PRATAMA, laki-laki, tempat tanggal lahir setangger 21-07-2011

- Bahwa setahu saksi selama dalam pemikahannya tersebut, Pemohon | dan
Pemohon || masih beragama Islam dan selama itu pula tidak pemah bercerai
. sampai sekarang ;

- Bahwa selain tersebut, Pemohon | tidak mempunyai isteri lain hingga sekarang ini ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon | dan Pemohon |l belum pernah bercerai sampai
sekarang ini ;

. - Bahwa setahu saksi Pemohon | dan Pemohon |l mengajukan permohonan ini untuk
mendapatkan penetapan pengesahan permnikahannya guna memperoleh akta nikah
untuk mengurus akta kelahiran anaknya tersebut dan kepentingan hukum lainnya
karena pada saat itu pernikahannya belum dicatatkan dikantor Urusan Agama ;

Bahwa, terhadap keterangan saski Pemochon | dan Pemohon Il tersebut, maka
Pemohon | dan Pemohon || membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Nama SAPRI bin H. SAHABUDIN, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
Bertempat tinggal di Dusun Setanggor Barat, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah dan saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya
yang pada pokonya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon |l karena saksi adalah
tetangga. Pemohon | dan Pemohen II;
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. Bahwa setahu saksi Pemohon | dan Pemohon i telah menikah pada tanggal, 31
Nopember 2002 di Dusun Setanggor Barat, Desa Setanggor, Kecamatan Praya
Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

. Bahwa pemikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il telah dilaksanakan secara
syari'at Islam dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada
SEMIDAH ;

- Bahwa ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara Pemohon | dengan Wali
nikah di umah Pemohon | ;

- Bahwa akad nikah tersebut dihadiri oleh sekitar 30 tiga puluh orang dan disaksikan
oleh 2 (dua) orang saksi yaitu H. JAMALUDIN dan AMAQ ANSUHE dengan
maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
dibayar tunai ;

. - Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon |l tidak ada halangan hukum untuk
menikah baik hubungan saudara kandung atau hubungan sesusuan atau semenda
karena antara Pemohon | dan Pemochon Il adalah orang lain serta pada saat
pemnikahan tersebut, Pemohon | bersetatus jejaka sedanngkan Pemohon I
berstatus sebagai perawan;

. - Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah tersebut tidak ada orang yang
mengganggu gugat dan tidak ada yang keberatan terhadap pemikahan Pemohon |
dan Pemohon Il ;

- Bahwa setahu saksi setelah akad nikah Pemohon | dan Pemohon Il tinggal bersama
di rumah Pemohon | dalam keadaan rukun dan selama dalam pemikahannya
tersebut telah dikaruniai 2 dua orang anak bernama :

a. PURNAMA KARTA JAYA, laki-laki, tempat tanggal lahir setanggor 13-06-2008
b. BAGUS PRATAMA, laki-laki, tempat tanggal lahir setanggor 21-07-2011

- Bahwa setahu saksi selama dalam pemikahannya tersebut, Pemohon | dan
Pemohon |l masih beragama Islam dan selama itu pula tidak pernah bercerai
sampai sekarang ;

- Bahwa selain tersebut, Pemohon | tidak mempunyai isteri lain hingga sekarang ini ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah bercerai sampai
sekarang ini ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan ini untuk
mendapatkan penetapan pengesahan pemnikahannya guna memperoleh akta nikah
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untuk mengurus akta kelahiran anaknya tersebut dan kepentingan hukum lainnya
karena pada saat itu pernikahannya belum dicatatkan dikantor Urusan Agama ,

Bahwa, terhadap keterangan saski Pemohon | dan Pemohon |l tersebut, maka
Pemohon | dan Pemohon |l membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan kesimpulan secara lisan
pada tanggal Kamis yang pada pokoknya, Pemohon | dan Pemohon Il tetap pada
permohonannya dan mohon agar perkaranya segera ditetapkan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Maje-lis
Hakim cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan Pemohon I
adalah sebagaimana telah diruraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon i menghadap sendiri ke

persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon |l beragama Islam dan baik
Pemohon | dan Pemohon |l ber-tempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah
. (bukti P.1.2.2 dan P.1 dan P.2). Olsh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah telah diubah dan perubahan yang pertama
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan perubahan yang
. kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa
Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa dan
memutus serta me-nyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon | dan Pemochon I
mendalilkan bahwa Pemohon | dan Pemohon |l telah melangsungkan pemikahan secara
syari‘at Islam yang dilaksanakan pada 31 Nopember 2002, di Dusun Setanggor Barat,
Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu
Hakim berpendapat bahwa Pemohon | dan Pemohon Il merupakan pihak yang
berkepentingan langsung (persona standi in judicio) atau memiliki kapasitas (legal
standing) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai-mana diatur dalam Pasal
7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon | dan Pemohon I
juga mendalilkan bahwa pemikahan Pemohon | dan Pemohon || tersebut tidak dicatatkan
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pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kantor
Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu
Pemohon | dan Pemohon limohon untuk ditetapkan (diitsbatkan) pemikahannya dan
penetapan tersebut akan digunakan untuk mengurus pembuatan akta nikah dan untuk
mengurus akta kelahiran kedua anaknya tersebut serta untuk kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon | dan Pemochon I
tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum dari permchonan Pemohon
| dan Pemohon Il tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nemor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam namun yang menjadi pokok masalah adalah apakah
benar pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l telah dilaksanakan pada tanggal 31
Nopember 2002 dan apakah benar pernikahan Pemohon | dan Pemohen || tersebut telah
memenuhi syarat dan rukun pemikahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg., maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon
| dan Pemohon |l dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya tersebut,
Pemohon | dan Pemohon |l telah mengajukan bukti P.1.dan bukti P.2 serta telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bemama TERIP bin
AMAQ TERUJI, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di
Dusun Setanggor Barat, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten
Lombok Tengah dan SAPRI bin H. SAHABUDIN, umur 43 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Setanggor Barat, Desa Setanggor,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang akan
dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1.2.1. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon | merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang yang isinya menjelaskan tentang Pemohon | adalah penduduk
Kabupaten Lombok Tengah yang beragama Islam sebagaimana telah diatur oleh
ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup, telah
cocok dengan aslinya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan syarat materiii pembuktian dan karenanya bukti tersebut
mempunyai kekuatan pem-buktian yang sempuma dan mengikat sehingga patut untuk
diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;
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Menimbang, bahwa bukti P.1.2.2. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon | merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang yang isinya menjelaskan tentang Pemohon | adalah penduduk
Kabupaten Lombok Tengah yang beragama Islam sebagaimana telah diatur oleh
ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup, telah
cocok dengan aslinya dan sesual dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian dan karenanya bukti tersebut
mempunyai kekuatan pem-buktian yang sempuma dan mengikat sehingga patut untuk
diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon | dan Pemohon Il yang pertama

dan saksi Pemohon | dan Pemohon Il yang kedua menjelaskan tentang latar belakang

. bagaimana kedua orang saksi tersebut tahu tentang apa yang diterangkannya dan

pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/ pende-ngaran/ pengalaman sendiri

mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, kedua orang saksi tersebut tidak berprilaku

buruk serta keterangannya disampaikan setelah disumpah menurut agamanya (Islam),

maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg. serta Pasal 175 Rbg. jo.

Pasal 1907 paragraf 1 dan Pasal 1908 serta Pasal 19;11 Kitab Undang-Undang Hukum

. Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima dan
dipertimbangkan sebagai alat bukfi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permchonannya tersebut, maka
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1.2.1. dan P.1.2.2
serta 2 (dua) orang saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

. 1. Bahwa Pemochon | dan Pemohon Il telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal
31 Nopember 2002 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon |l berwakil kepada
SEMIDAH ;

2. Bahwa Pemohon | telah memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut, Pemohon | berstatus sebagai seorang jejaka
sedangkan Pemohon Il berstatus sebagai seorang perawan |

4. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut, ijab dilakukan oleh wali nikah dan
kabul dilaksanakan oleh Pemohon | secara jelas, beruntun dan tanpa berselang
walktu;

5. Bahwa akad nikah tersebut dihadiri oleh sekitar 30 tiga puluh orang dan disaksikan
oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bemama H. JAMALUDIN dan AMAQ

ANSUHE ;
6. Bahwa pemnikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dilaksanakan di Dusun

Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8




Setanggor Barat, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah ;

7. Bahwa antara Pemochon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah atau
hubungan semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan
Pemohon | dan Pemohon |l, tidak ada yang keberatan atas pemikahan Pemohon |
dan Pemohon Il ;

8. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon [ tersebut belum dicatatkan di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ;

9. Bahwa selama dalam pemikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai
2 dua orang anak bermmama :

a. PURNAMA KARTA JAYA, laki-laki, tempat tanggal lahir setanggor 13-06-2008
b. BAGUS PRATAMA, laki-iaki, tempat tanggal lahir setanggor 21-07-2011

10. Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon | dan Pemohon [l masih
beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;

11. Bahwa Pemochon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut
dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan pembuatan akta nikah karena
pernikahannya tersebui belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan untuk memenuhi salah satu
persyaratanpembuatan akta kelahiran anaknya ter-sebut serta kepentingan hukum
lainnya ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa

perkawinan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu dan perkawinan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum Islam
sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Hakim berke-simpulan
bahwa telah terbukti Pemohon | dan Pemohon Il telah melaksanakan permnikahan menurut
syari'at agama Islam pada tanggal 31 Nopember 2002 di Dusun Setanggor Barat, Desa
Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai-mana yang
dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa
untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua
orang saksi, ijab dan kabul. Oleh karena itu, maka berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim
berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon |
dengan Pemohon |l tersebut telah dihadiri oleh Pemohon | (calon suami) dan Pemohon I
(calon isteri), wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon |l dengan dihadiri oleh sekitar
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30 tiga puluh orang dan disaksikan cleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H.
JAMALUDIN dan AMAQ ANSUHE, serta ijabnya dilak-sanakan oleh wali nikah dan
kabulnya diucapkan oleh Pemohon | tanpa berselang waktu dengan demikian
pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan
Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
pada pokoknya menyatakan bahwaseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang
lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang ter-sebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan
dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kemudian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
telah terbukti baik Pemohon | maupun Pemohon |l merupakan calon isteri dan calon suami
yang tidak termasuk yang dilarang atau tidak dapat menikah lagi karena Pemohon |
(calon suami) berstatus jejaka dan Pemohon Il (calon isteri) berstatus perawan atau
keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain sehingga tidak termasuk calon suami
dan calon isteri yang dilarang untuk menikah lagi sebagaimana ketentuan Pasal 9
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan
bahwa telah terbukti antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab
(darah), pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan
untuk melangsungkan pemikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal
8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan
Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum
Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan
antara seorang pria dengan seorang wanita karena dalam keadaan seorang wanita yang
tidak beragama Islam dan secrang wanitalslam dilarang melangsungkan perkawinan
dengan seorang pria yang tidak beragama Islam dan berdasarkan fakta tersebut di atas,
Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon | dan Pemohon Il sama-sama
beragama Islam baik sebelum menikah maupun selama dalam masa perkawinannya
tersebut sehingga keduanya tidak melanggar ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44
Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islamyang pada pokoknya menyatakan bahwa calon mempelai pria
wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya
disepakati oleh kedua belah pihak, penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan
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dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, penyerahan mahar dilakukan dengan
tunai, dan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh
dilangsungkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan
penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa
telah terbukti dalam perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon |l tersebut,
Pemohon | memberikan maskawin berupa uang sejumiah Rp.50.000-(lima puluh ribu
rupiah) yang dibayar secara tunai kepada Pemohon Il sehingga dalam perkawinan
tersebut, Pemohon | dan Pemohon || telah memenuhi ketentuan Pasal 30, 31, 32, dan
Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia-fakta tersebut di atas, Hakim ber-
kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon | dan Pemohon |l tersebut
telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf
(a), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1),
Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamdan hukum
(syari'at) Islam sebagaimana hadits Rasu-lullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni
dari "Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. ;

e (sl g QJJ“’M{C&‘?
Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa
dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon Il angka 4 telah terbukti dalam pernikahannya
tersebut Pemohon | dan Pemohen |l telah dikaruniai 2 dua orang anak bemama :

a. PURNAMA KARTA JAYA, laki-laki, tempat tanggal lahir setanggor 13-06-2008

b. BAGUS PRATAMA, laki-laki, tempat tanggal lahir setanggor 21-07-2011 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang isi
pokoknya menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian
dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dan berdasarkan fakta-
fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalil permehonan Pemohon |
dan Pemohon Il angka 5, Pemohon | dan Pemohon |l tidak pemah bercerai baik
perceraian karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan
Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam tersebut ;

Menimbang, bahwa kefentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf () Kompilasi
Hukum Islamyang isi pokoknya menyatakan bahwa “ Dan dalam hal perkawinan tidak
dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama
dan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal
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yang berkenaan dengan per-kawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa
telah terbukti pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum dicatatkan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan setempat (Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)
sehingga Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai akta nikah sampai sekarang
sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaima-na telah
diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon | dan Pemohon |l telah dapat
membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut telah
memenuhi syarat dan rukunnya sehingga telah sah sebagaimana yang dimaksudkan oleh
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi
Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bq. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan hal itu telah sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh pendapat ahli hukum
Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam
Kitab I'anatuth-tholibin juz IV halaman 254 :

s Oe 4k ydy diais S el e KL gsedl
Jse (palds

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pemikahan dengan secrang wanita, harus
dapat menyebutkan tentang sahnya pemikahan dahulu dan syarat-syaratnya
seperti wali dan dua orang saksi yang adil ",

Oleh karena permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut beralasan hukum, maka

Hakim berpendapat bahwa permohocnan Pemohon | dan Pemohon Il petitum angka 1

patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa cleh karena sahnya perkawinan antara Pemohon | de-ngan
Pemohon Il telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat
bahwa petitum angka 2 dari permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut patut untuk
dikabulkan dan harus dinyatakan sah perkawinan antara Pemochon | dan Pemohon i
(SUKARMAN Bin SENEP) dengan (LAYYNAH Binti JUMAIN) yang dilaksanakan pada
tanggal 31 Nopember 2002 di Dusun Setanggor Barat, Desa Setanggor, Kecamatan
Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5
ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum [slam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar
terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
dan pencatatan perkawinan tersebut dila-kukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan sebagai-mana yang diatur dalam Undang-Undang No.22
Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon |l
tersebut telah dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kom-pilasi Hukum Islam serta
perkawinan Pemohon | dan Pemohon |l tersebut dilaksanakan dan bertempat tinggal di di
Dusun Setanggor Barat, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah, maka Hakim berpendapat bahwa perlu untuk memerintahkan Pemohon | dan
Pemohon |l untuk mencatatkan perka-winannya tersebut di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah agar dapat digunakan sebagai alas
hukum dalam pembuatan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon | dan Pemohon I
sebagaimana ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf j
yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan Agama me-nyampaikan salinan penetapan
perkara permohonan itsbat nikah kepada Kantor Urusan Agama setempat dan karenanya
Hakim berpendapat bahwa patut untuk memerintahkan Panitera Agama Praya
menyampaikan salinan penetapan perkara permohonan itsbat nikah ini kepada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat perkawinan
tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon | dan Pemohon Il
adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
Pasal 274 ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2014 dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg. jo. Pasal 6
ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka
permohonan Pemohon | dan Pemochon |l petitum angka 3 patut dikabulkan untuk
dibebaskan untuk membayar biaya perkara serta biaya perkara tersebut akan dibebankan
kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2016 ;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang
berkaitan dengan perkara ini ;
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

MENETAPKAN

. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (SUKARMAN Bin SENEP) dan
Pemohon Il (LAYYNAH Binti JUMAIN) yang dilaksanakan pada tanggal 31
Nopember 2002 di Dusun Setanggor Barat, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah ;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah :

4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan
penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat perkawinan tersebut dalam
daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan biaya perkaa ini sejumlah Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan
ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun anggaran
2016;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh IMRAN, S.Ag.,
MH. sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor
0412/Pdt. P/2016/PA.Pra, tertanggal 03 Februari 2016 untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Tunggal yang dibantu oleh ABDUL HANNAN, BA, sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon I ;

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

\ e
s —
—_——

ABDUL HANNAN, BA. IMRAN, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 50.000.-
2. Biaya Panggilan Rp. 83.000-
3. Meterai Rp. 6.000,-

s +
Jumlah Rp. 138.000,-

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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